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PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

N O M O R - -  T A H U N 2 0 1 3

TENTANG

PENJABAMN PERUBAHAN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2013

Menimbang : a.

Mengingat : 1 .

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa sebagai pelaksanaan ketenfuan pasal 7 perlluran Daerah
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran pr:ndapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran il0l.3, maka perlu
penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 20L3;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana rJinnilksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorrrntalo tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 20L3;

undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang paiak Elumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19ti5 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia r\romor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang lrlomror :12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nom or 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomrlr 3569);
undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Beil pr-.rolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik ,l,ndonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran r,rer]ara Republik
Indonesia Nomor 3688);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program F,emtnngunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20010 Nomor
2(16, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia llomor 3952);
undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal"rurr 2000 Nomor
25;8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia llornor 4060);
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangiln Negara,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ;1003 Nlomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2t286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahararan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2A04 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara {'Lenlbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomon 66, Tamberhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penrerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200,+ Nomor IZ5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dr3ngdrl Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atars Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Cr0€l l\omor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.8r4i);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);

10. undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majeris
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l-embarern Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L23, Tambarhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a3);

11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang F'ajal< Dilerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesier Terhun 2009
Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 50a9);

12. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang UndanrS-l.Jndang tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah penggarrti Undang..undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nrlnnor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Koru;rsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2cr10 Nomor '113, 

]-ambahan
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 5L37); 
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13. undang-undang Nomor 12 Tahun 20rr tentang pernbentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara F:eprulblik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L-embaran Neg;ara Republik
Indonesia Nomor 523'fl;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangl l(edudukan
Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepara Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tanrberl'ran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 terrterng liedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DpRD sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Pererturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44L6);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenr:ang pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Ne1;ara Republik
Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 20115 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 llentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indon,esia Tarhun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones;iia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Reprublik Indonesia
Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talhun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Reprulll;k tndonesia
Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 terntang
Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan Mininral
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45g5);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemc'rintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:t Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom,tr a593);

23, Peraturan Pemerintah Nomor B Tahurr 2006 terntang pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran lrlegaril Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemtraran Negara
Republik Indonesia Nomor a6lfl;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada penrerintah, Laporan
Keterangan Peftanggungjawaban Kepala Daerah flepada DPRD,
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Elereralr Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indones;ia Tahun za07
Nomor L9, Tambahan Lembaran Nt-'gara Reputlrik Indonesia
Nomor a6%);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7t Tahun 2010 tentangl Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Irrdlonesia Tahun
2010 Nomor r23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang; F,errubilhan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang I ata cara
Pelaksanaan Tugas dan wewenang sefta Kedudukrn Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201.1 Nomor 4141, I ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang l{ibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20:LZ Nlomor 05,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor !j,172);

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 35 Tafrun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun ,2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahrln ,200(i tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

30. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun il012l tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2OLz
Nomor 09); h
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31, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun' 2013 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da,eraf.,r Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Prolrinsi Gorontalo
Tahun 2013 Nomor 09),

MEMUTUSI(AN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARI\N PE:RUBAHAN

ANGGAMN PENDAPATAN DAN BEUNJA DAERIII.{ PROVINSI

GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 201.3 semula
berjumlah Rp1.038.200.989,328,20 bertambah/berkuran,g sejumlah
Rp2.597.107,045,00 sehingga menjadi Rp1.040.798.096.373,20 dengan
rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan
1. Semula Rp. 1. 038.200.989. 328,:20
2. Beftambah/(berkurang) Ro. 2.592.107.045.Q0

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan

b. Belanja

1. Semula

c. Pembiayaan
1. Penerimaan

a) Semula

2. Pengeluaran

a) Semula

Rp. 1. 040.798.096.:IL2_0

Rp. 1 . 078. 8 01.920.994,,r-0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 53.113.728.696,C0

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.13:t.9!56119,690,20
surplus/(Defisit setelah Perubahan) Rp. (91.11:7.5s:3.317,00)

Rp. 35.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang) Rp. (25.000.000.000.00)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah
perubahan Rp.  91. .117.553.317,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan Rp. 0,00

----i
5

Rp. 75.600.931.666,00

b)Beftambah/(berkurang) Rp. 25.516.621.651.00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 101. 1 17.S;sjt..3 17,A0
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Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasitl 1 dirinci
lebih lanjut pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian'1ang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggar ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunrlanr;an peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi

Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
21 Oktober 2013

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
21 Oktober 2013


